
BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NoMoRCErnnuN 2o1o

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasar 14 A ayat (6), pasal

24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota
Dewan Penryakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2oo7
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, serta diatur
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran dan
Petanggungjawaban Penggunaan Belanja penunjang operasional
Pimpinan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah sefta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana operasional maka perlu
ditetapkan pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten
Temanggung;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2L Tahun 2007 tentang pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan

Belanja Penunjang operasional Pimpinan Dewan penwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional, komponen dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil
yang bersumber dari APBN/Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana bagi
hasil pajak dan bukan pajak sefta dana bagi hasil yang bersumber dari
Pemerintah Provinsi;

Menimbang : a.



Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2L Tahun 2007 tentang pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan peftanggungjawaban penggunaan
Belanja Penunjang operasional pimpinan Dewan penruakitan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana operasional, komponen untuk menghitung Belanja PNSD meliputi
gaji poko( tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan
tunjangan PPH Pasal 2, gaji ke-13, dan pembulatan gaji dan tidak
termasuk gaji CPNSD, tunjangan umum dan acres.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,
dan c di atas, Peraturan Bupati Nomor z rahun 2010 tentang
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung tidak sesuai
sehingga perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;

undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3g9);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a9afl;

undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

4.

5.

7.



s' \)nsang-un0ang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis permusTawaratan
Rakyat, Dewan penruakitan Rakyat, Dewan penruakiran Daerah, dan DewanPenruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran wegara Republik Indonesia Nomor5043);

9' peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 1gg0 tentang KetentuanKeprotokoran Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan TataPenghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg0 Nomor54, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3952);
10' peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang KedudukanProtokorer dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan penruakitan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4Nomor90, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 44L6)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2oo7 tentang perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2004 tentang Kedudukan Protokoter dan Keuangan pimpinan dan AnggotaDewan Penruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubrik IndonesiaNomor 47LZ);

11. Peraturan pemerintah Nomor zs Tahun 2oo4 tentang pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan penrvakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor g1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4all;

72' Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengeroraan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor L40, Tambahan Lembaran ltegaia Repubrik Indonesia Nomor4578);

13' Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentangKedudukan protokorer dan Keuangan eimpinan dan Anggota DewanPenruakiran Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran DaerahKabupaten Temanggung Tahun 2006 ruomoi 6), sebagaimana terahbeberapa kari diubah terakhir dengan peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2oa7 tentang perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung worior 4 Tahun 2005 tentangKedudukan protokoter dan Keuangan elmpinan dan Anggota DewanPenruakiran Rawat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran DaerahKabupaten Temanggung Tahun ZOOT fVomor tZ)
14' Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentangPengeloraan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);



Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2oo7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran dan
Peftanggungjawaban penggunaan Belanja penunjang operasional
Pimpinan Dewan Penruakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun zooT tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati remanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);

;!

..)F Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUA,N UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Dewan Penruakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan penruakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

-r 4. Wakil Bupati adalah Wakit Bupati Temanggung.

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk
menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan
formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.

15.

16.

t7.

18.



\-

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasa! 2

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah adalah data
APBD Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

(1) Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula

kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum dikurangi belanja Pegawai

Negeri Sipil Daerah (PNSD).

(2) Pendapatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

(3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari dana bagi hasil yang

bersumber dari APBD/Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan
pajak serta dana bagi hasil yang bersumber dari pemerintah provinsi.

(4) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 2l) dan

pembulatan gaji, termasuk di dalamnya gaji ke 13.

(5) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk gaji Calon Pegawai

Neegri Sipil Daerah (CPNS), tunjangan umum, dan acres gaji.

Pasal 4

(1) Jumlah pendapatan umum sebagaimana dimaksud dalam pasa! 3 ayat (2) adalah sebesar

Rp553.120 .256.L75,00

(2) Jumlah belanja PNSD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) adalah sebesar

Rp320.356.275.305,00

(3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat 2,

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 adalah sebesar

Rp232.763.980.870,00 dan termasuk dalam kelompok kategori sedang.

Pasal 5

Selisih atau kekurangan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sejak bulan
Januari 2010 agar dimintakan pembayarannya setelah pembayaran bulan Oktober 2010.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun

2010 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mutai berraku pada tanggal l Januari 2010.

Agar setiap orang dapat.mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten remanlgung. 

-

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal t8 SqtuaBR 2010

Diundangkan

pada tanggal

SEKRETARIS DAEMH,

. BAMBANG AROCHMAN

di Temanggung

98 Sqtnme- 2o1o

BERTTA DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2O1O NoMoR A7

SEKDA

'1


